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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan

negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan

merata berdasarkan Pancasi dang-Undang Dasar Negara Republik
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o ya nasional secara
nbdnganrke antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanannya dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas ( Mayasari,
2005).

Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintah dapat terlaksana secara efisien
dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih, maka diatur pendanaan

penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32



Tahun 2004 Tentang Pemeintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah
dibiayai dari Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan
penyelenggaraan pemerintah pusat yang merupakan kewenangan pemerintah

pusat dibiayai dari Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN). Sumber-
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sangat signifikan terhadap pembangunan. Oleh karena itu sewajarnya sektor pajak
mendapat perhatian yang sangat serius dan sungguh-sungguh. Untuk itu
pemerintah berusaha untuk melakukan berbagai usaha agar penerimaan negara
dari sektor pajak ini tidak terjadi kebocoran demi pengamanan keuangan negara.
Dalam menyelenggarakan pemeintahannya dalam mengatur dan mengurus

rumah tangganya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah memberikan



kontribusi besar terlaksananya pembangunan di daerah. Salah satu upaya dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dilakukan dengan cara
meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah. Pajak merupakan pungutan
yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas

jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayarnya sedangkan

pelaksanaannya idak jauh berbeda
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a. Pajak yang dipungut oleh ﬁerl tah daerah berdasarkan pengaturan dari

daerah sendiri.
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b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan
tarifnya dilakukan oleh pemerintahan daerah.

c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintahan pusat tetapi

hasil pungutannya diberikan kepada pemerintahan daerah



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi kedalam dua pihak pemungutnya, pajak

daerah terdiri dari:

1. Pajak Provinsi, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat

Provinsi, terdiri atas:
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Pajak 3
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan



Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memilik potensi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar di Indonesia. Bahkan provinsi ini
merupakan salah satu provinsi terbesar di pantai barat Sumatera. Provinsi ini
memiliki dua belas wilayah kabupaten dan tujuh kota. Bahkan menjadi provinsi
yang memiliki jumlah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Provinsi Sumatera

Utara. Setiap kota di provinsi ini memiliki potensi daerah yang mampu

»

‘sebagai berikut:

1. Seberapa besar pertumbuhan pajak daerah di masing-masing kota yang ada di
Sumatera Barat tahun 2010-2013

2. Seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) masing-masing kota yang ada di Sumatera Barat tahun 2010-2013

3. Bagaimanakah perbandingan pertumbuhan pajak daerah masing-masing kota

yang ada di Sumatera Barat tahun 2010-2013



4. Bagaimanakah perbandingan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) masing-masing kota yang ada di Sumatera Barat tahun

2010-2013

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis_pertum at pajak-daerah_di masing-masing kota yang
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1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menambah wawasan keilmuan mahasiswa tentang bagaimana menganalsisis
pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD).



2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah dalam menetapkan

kebijakan tentang pajak daerah,khususnya di masing-masing kota yang ada di

Sumatera Barat

3. Sebagai bahan rujukan atau tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan
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